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Abstract

Notary as a public official who is authorized to make authentic deeds and has the
responsibility of ensuring the date of making the deed, storing the deed, giving the
gross, copy and quotation of deed, also has other authorities, in accordance with
Article 15 paragraph 2 of Act No. 2 of 2014 concerning Amendments For Law Number
30 of 2004 concerning Notary Position. The legal act of buying and selling land that is
proven by a notary deed and registration of the transfer of rights to the land is carried
out and the name -qf the owner has changed or the name is returned at the Land Office.
The legal consequences of buying and selling carvied out by parties can be said to have
happened perfectly. If in making an authentic deed there is a violation and making a
mistake in making the deed which results in the deed being legally flawed, deviation
from formal and material requirements, including gross violations can be subject to

administrative sanctions and dishonorable discharge from his / her position.

Keywards: Legal Strength of Sale and Purchase Deed made by Notary.

A. Pendahuluan

Tanah sebagai salah satu sumber daya
alam yang sangat penting bagi kehidupan ma-
nusia, juga merupakan salah satu kekayaan
yang mempunyai fungsi sosial yang amat pen-
ting bagi rakyat, guna meningkatkan kemak-
muran dan kesejahteraan rakyat. Sehingga pe-
runtukannya perlu ditetapkan dan diatur den-
gan peraturan perundang-undangan. Sesuai ke-
tentuan Pasal 33 a 3 Undang-Undang Dasar
1945 menyatakan bahwa “Bumi dan air dan
kekayaan alam yang terkandung didalamnya
dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk
sebesar-besarnya kemakmuran rakyat™',

Dalam kehidupan sehari-hari tanah se-
ring kali menjadi persengketaan, perselisihan
dan konflik bahkan sampai ke sidang Penga-
dilan, sehingga masyarakat berusaha mempe-
roleh tanah dengan menghalalkan segala ma-
cam cara untuk mendapatkan tanah tersebut
meskipun harus mengambil tanah milik orang
lain dengan mengalihkan hak milik atas tanah

' Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 33 Aya 3

tersebut. Dimana untuk menghindari perseng-
ketaan, perselisihan dan konflik, maka diben-
tuklah norma hukum yang harus ditaati oleh
anggota masyarakat.

Dalam melakukan pengalihan suatu hak
atas tanah harus dilakukan dihadapan Notaris
atau Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT),
yang bertujuan untuk memperoleh kekuatan
hukum dengan pembuktian yang sah, yang
dibuat dengan akta otentik. Jual beli tanah
merupakan salah satu cara untuk pengalihan
hak atas tanah,selain hibah, tukar menukar,
pemberian wasiat dan perbuatan lain yang
bermaksud sebagai pemindahan hak milik atas
tanah tersebut. Dalam pelaksanaan jual beli
Akta Jual Beli merupakan akta autentik seba-
gai alat bukti terkuat, yang mempunyai keku-
atan hukum dan memegang peranan penting
dalam setiap hubungan hukum. Sesuai keten-
tuan Pasal 1867 KUHPerdata yang berbunyi:
“Pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan
tulisan (akta) autentik maupun dengan tulisan-
tulisan (akta) di bawah tangan”. Jadi akta me-
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pupakan alat bukth yang sah dalim sunti pes

janjinn™’.

' Disisl Inin Pasal 165 T menjelnskan

bahwa!
“Akta autentik adalah suntu sural yang
diperbunt oleh atnu dibadapan pegawni
umum  yang berkuasn akan membunt
nya, mewujudkan bukti yang cokup
bagi kedun belah pihak dan ahli waris
nya sertn sekalinn omng yang menda-
pat hak dari padanya, ynitn fentang
segnln hal, yang tersebut di dalam sirat
itu dan juga tentang yang tercantum
dalam surat itu sebagai pemberitalunn
sajn, tetapi yang tersebut kemudian ha-
nya sckedar yang diberitahukan itu lnn-
gsung berhubungan dengan pokok da-

lam akta itu™,

Akta autentik jual beli juga dintur dalam
Pasal 1868 KUH Perdata yang khususnya me-
ngenai Akta autentik jual beli, menyatakan
bahwa “Suatu Akta autentik jual beli inlah akta
yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan
undang-undang oleh atau dihadapan pejabat
umum yang berwenang untuk itu ditempat akta
dibuat™,

Terkait dalam hal jual beli hak atas
tanah, juga dilakukan dengan perjanjian untuk
lebih memberikan kepastian hukum, karena
hak atas tanah, termasuk objek perjanjian yang
secara khusus, dimana setiap perbuatan hukum
yang menyangkut tentang hak atas tanah teri-
kat atau harus mengikuti ketentuan yang diatur
dalam peraturan perundang-undangan yang
berlaku. Maksudnya pihak yang akan melaku-
kan perbuatan hukum yang menyangkut ten-
tang hak atas tanah, harus tunduk terhadap atu-
ran hukum tentang hak atas tanah, Banyak se-
kali terjadi sengketa kasus peralihan hak atas
tanah di buat dihadapan notaris, misalnya,

Kasus antara Tn. Ferry Suryakusuma

dan Tn. Setyo Octomo, disebut sebagai

(para Penggugat) melawan Tn. Kandi

? Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KU Perdata),
Pasal 1867

YHIR, Pasal 165
' KUHPerdata, Op.cit, Pasal 1868

Pliehe Give

Wilnyn (Lergugnt 1) dan Hy. Vodang It
wnll, SH Clergugnt 1) Atns jual el
Il sehina kurang lebih 150 m’, den
it batgenan 1 Y (dun setengal) Inritai
welons kng lebily 170 m’ di )] Matga
sitwn Mot 10A 10001, B 05, Ke
litahan Pondok 1abw, Kecamatan ilan-
dak, Jnknrtn Helntun ®

“Kemudinn petkatn antarn Dapet VParo-

i Hutagaol melawan Dia Tifah [ab-

fuh, Ny, Maisanah Sukarmi, My Mach-

il 1ijante, Herizantos, SH., Bintang

Shmmnjuntak, dan Perusahaan  Daerih

Pembangunan Sarana Jaya, Pemerintah

Daetah DK Jnkarta, bahwa Penggugat

wecarn  bersama-sama  dengan  almarh-

umah Timeria Simanjuntak adalah seba-
gai pembeli yang sah atas bidang tanah
seluag 310 M2 tanah mana dikenal terle-
tak di JalanH . Naman No, 85 A RtO0)

Rw, 002 Kelurashan Pondok Kelapa,

Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur,

dengan bukti Surat [zin Penunjukan

Penggunaan Tanah, Nomor.0947/1.7.11.

52, tanggal 14 Oktober 1993, yang diter-

bitkan oleh Perusahaan Daerah Pemba-

ngunan Sarana Jaya, Pemda DKI Jakar-
ta,”

Dengan banyaknya permasalahan dalam
atas peralihan hak atas tanah dalam mas-
yarakat yang di buat dihadapan Notaris, dalam
hal ini penulis ingin membahas tentang “Keku-
atan Hukum Akta Jual Beli Yang Dibuat Olch
Notaris Sebagai Pejabat Umum Berdasarkan
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Ten-
tang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor
30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris™,

B. Permasalahan
Berdasarkan hal-hal yang telah diurai-
kan permasalahan yang dibahas adalah:

|. Bagaimana tanggung jawab Notaris
sebagai pejabat umum atas akta jual
beli yang dibuatnya ?

2. Bagaimanakah kekuatan hukum akta
jual beli yang dibuat oleh Notaris

§ putusan Nomor 266/PdnG2000/PN Ikt Sel..
b putusanNomor ; 184/Pdy G/2014/PN, Tkt Tim,
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sebagai pejabat umum dalam pem-
buatan akta jual beli ?

C. Metodologi

Metode yang digunakan melalui pende-
katan yuridis normatil yang bersifat deskriptif,
digunakan untuk meneliti norma-norma hu-
kum. Data yang digunakan dalam penulisan ini
adalah data sekunder, terdiri dari bahan hukum
primer yaitu, Undang-Undang Nomor 30
Tahun 2004, yang telah dirubah dengan Un-
dang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang
Jabatan Notaris, Peraturan Pemerintah Nomor
24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
Bahan hukum sekunder yaitu yang menjelas-
kan bahan hukum primer yaitu berupa litera-
tur-literatur, hasil-hasil karya ilmiah dan hasil-
hasih penelitian, dan bahan hukum tersier
yaitu bahan yang menjelaskan bahan hukum
primer dan bahan hukum sekunder yaitu beru-
pa kamus. Analisa data yang digunakan dalam
penelitian ini dilakukan secara deskriptif ana-
litis, dimana data yang sudah dikumpulkan,
lalu dipelajari serta dianalisa secara sistimatis
untuk mendapatkan gambaran yang jelas
sehingga diambil suatu kesimpulan.

D. Hasil Penelitian dan Pembahasan
1. Notaris
a. Pengertian Notaris

Kata notaris berasal dari kata notarius
dan notariui yang berarti orang yang menja-
lankan pekerjaan menulis. Sedangkan kata no-
tariat berasal dari kata latijnse Notariaat. Pada
zaman Romawi, diberikan kepada orang-orang
yang menjalankan pekerjaan menulis. Istilah
notaris sebenarnya berasal dari akta “notarius”
sesuai dengan nama pengabdinya yaitu Nota-
rius yang ada pada zaman Romawi.’

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang
Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
(UUJN), menjelaskan bahwa, “Notaris adalah
pejabat umum yang berwenang untuk membu-
at akta autentik dan kewenangan lainnya seba-

7 Soegondo Notodisoerjo, Hukum Notariat di Indonesia
(Suatu Penjelasan), Jakarta: Raja Grafindo Persada,
2013, hal. 13.

Rineke Saru

gaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini
atau berdasarkan undang-undang lainnya”.®
Dalam hal ini jelaslah bahwa Notaris adalah
pejabat umum atau pejabat negara yang berwe-
nang untuk membuat Akta autentik mengenai
semua perbuatan, perjanjian dan penetapan ya-
ng diharuskan oleh suatu peraturan umum atau
oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk
dinyatakan dalam suatu Akta autentik, menja-
min kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya
dan memberikan grosse, salinan dan kutipan-
nya, semuanya sepanjang pembuatan akta itu
tidak juga ditugaskan kepada pejabat atau
orang lain,

Jabatan Notaris merupakan jabatan yang
keberadaannya dikehendaki guna mewujudkan
hubungan hukum antara subjek-subjek hukum
yang bersifat perdata. Dimana Notaris sebagai
pejabat umum mempunya peranan yang sangat
penting yang dipercaya oleh Pemerintah dan
masyarakat, untuk membantu Pemerintah da-
lam melayani masyarakat supaya menjamin
kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum
melalui sebuah akta otentik yang dibuat oleh
atau dihadapannya. Hal ini mengingat bahwa
akta otentik adalah sebagai alat bukti terkuat
dan memiliki nilai yuridis yang sangat esen-
sial, dalam setiap melakukan tindakan hukum
atau hubungan hukum, bila terjadinya suatu
sengketa dalam kehidupan bermasyarakat.

Notaris dalam menjalankan jabatannya
adalah haruslah senantiasa bersikap profesi-
onal, dimana menyandang jabatan selaku nota-
ris harus jujur terhadap diri sendiri yang ber-
lindaskan pada spiritual, moral, mental, akhlak
baik dan benar. Sehingga tercapai tertib huk-
um yang diinginkan selain itu juga harus
mempunyai intelektual yang tinggi serta yang
mempunyai sifat netral/tidak memihak, inde-
penden, mandiri, tidak mengejar materi, men-
junjung harkat dan martabat Notaris yang pro-
fesional.

b. Kewenangan dan Kewajiban Notaris

Setiap kewenangan yang diberikan kepa-
da suatu jabatan harus ada aturan hukumnya,

¥ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004
tentang Jabatan Notaris, (UUJN) Pasal 1 angka 1.
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sebagai batasan agar supaya jabatan tersebut
dapat berjalan dengan baik sesuai dengan apa
vang diinginkan dari jabatan tersebut, schingga
tidak berbenturan dengan wewenang dari jaba-
tan yang lainnya. Tampa kecuali halnya deng-
an Jabatan Notans, dimana Notaris dalam
menjalankan tugas jabatannya wajib bertindak
menjaga kepentingan para pihak yang terkait
dalam perbuatan hukum atau dalam menjalan-
kan kewenangan jabatan Notaris sebagaimana
vang diatur dalam ketentuan Pasal 15 Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2014 atas perubahan
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004
tentang Jabatan Notans, menyatakan bahwa:

1. Notans berwenang membuat Akta auten-
tik mengenai semua perbuatan, perjanji-
an, dan penetapan yang diharuskan oleh
peraturan perundang-undangan dan/atau
yang dikehendaki oleh yang berkepen-
tingan untuk dinyatakan dalam Akta au-
tentik, menjamin kepastian tanggal pem-
buatan Akta, menyimpan Akta, membe-
rikan grosse, salinan dan kutipan Akta,
semuanya itu sepanjang pembuatan Akta
itu tidak juga ditugaskan atau dikecuali-
kan kepada pejabat lain atau orang lain
yang ditetapkan oleh undang-undang.

2. Selain kewenangan sebagaimana dimak-
sud pada ayat 1, Notaris berwenang pula:
a. Mengesahkan tanda tangan dan me-

netapkan kepastian tanggal surat di
bawah tangan dengan mendaftar dal-
am buku khusus;

b. Membukukan surat di bawah tangan
dengan mendaftar dalam buku khus-
us;

c. Membuat kopi dari asli surat di ba-
wah tangan berupa salinan yang me-
muat uraian sebagaimana ditulis dan
digambarkan dalam surat yang ber-
sangkutan;

d. Melakukan pengesahan kecocokan
fotokopi dengan surat aslinya;

e. Memberikan penyuluhan hukum se-
hubungan dengan pembuatan Akta;

f. Membuat Akta yang berkaitan de-
ngan pertanahan; atau

g. Membuat Akta risalah lelang.

Rineke Sara

3. Selain kewenangan sebagaimana dimak-
sud pada ayat | dan ayat 2, Notaris me-
mpunyai kewenangan lain yang diatur
dalam peraturan perundang-undangan.”
Antinya bahwa: Notaris berwenang unt-
uk membuat akta otentik, hanya apabila
hal itu dikehendaki atau diminta oleh
yang berkepentingan, hal mana berarti
bahwa Notaris tidak berwenang mem-
buat akta otentik secara jabatan (ambt-
shalve). Wewenang Notaris dinyatakan
dengan perkataan-perkataan “mengenai
semua perbuatan, perjanjian, dan kete-
tapan.

Dalam menjalankan tugasnya Notaris
selain diberikan kewenangan sebagaima-
na yang diatur dalam Pasal 15 UUJN,
juga diberikan kewajiban dengan meng-
utamakan adanya keseimbangan antara
hak dan kewajiban para pihak yang me-
nghadap Notaris. Secara jelas dapat dili-
hat pada Pasal 16 a.l nya menyatakan
bahwa;

1. Dalam menjalankan jabatannya, No-

taris wajib:

a. Bertindak amanah, jujur, saksa-
ma, mandiri, tidak berpihak, dan
menjaga kepentingan pihak yang
terkait dalam perbuatan hukum;

b. Membuat Akta dalam bentuk Mi-
nuta Akta dan menyimpannya se-
bagai bagian dani Protokol Nota-
ris;

c. Melekatkan surat dan dokumen
serta sidik jan penghadap pada
Minuta Akta;

d. Mengeluarkan Grosse Akta, Sali-
nan Akta, atau Kutipan Akta ber-
dasarkan Minuta Akta;

e. Memberikan pelayanan sesuai
dengan ketentuan dalam Undang-
Undang ini, kecuali ada alasan
untuk menolaknya;

f. Merahasiakan segala sesuatu
mengenai Akta yang dibuatnya

*Ibid., hal.15.
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dan segala keterangan yang di-
peroleh guna pembuatan Akta se-
suai dengan sumpah/janji jabatan,
kecuali undang-undang menentu-
kan lain;

g. Menjilid Akta yang dibuatnya da-
lam 1 (satu) bulan menjadi buku
yang memuat tidak lebih dari 50
(lima puluh) Akta, dan jika juml-
ah Akta tidak dapat dimuat dalam
satu buku, Akta tersebut dapat
dijilid menjadi lebih dari satu
buku, dan mencatat jumlah Min-
uta Akta, bulan, dan tahun pem-
buatannya pada sampul setiap
buku:

h. Membuat daftar dari Akta protes
terhadap tidak dibayar atau tidak
diterimanya surat berharga;

1. Membuat daftar Akta yang berk-
enaan dengan wasiat menurut ur-
utan waktu pembuatan Akta seti-
ap bulan;

J. Mengirimkan daftar Akta sebag-
aimana dimaksud dalam huruf i
atau daftar nihil yang berkenaan
dengan wasiat ke pusat daftar wa-
siat pada kementerian yang me-
nyelenggarakan urusan pemerin-
tahan di bidang hukum dalam
waktu 5 (lima) hari pada minggu
pertama setiap bulan berikutnya;

k. Mencatat dalam repertorium ta-
nggal pengiriman daftar wasiat
mempunyai cap atau stempel ya-
ng memuat lambang negara Re-
publik Indonesia dan pada ruang
yang melingkarinya dituliskan
nama, jabatan, dan tempat kedu-
dukan yang bersangkutan;

I. Membacakan Akta di hadapan
penghadap dengan dihadiri oleh
paling sedikit 2 (dua) orang saksi,
atau 4 (empat) orang saksi khu-
sus untuk pembuatan Akta wasiat
di bawah tangan, dan di tanda-
tangani pada saat itu juga oleh

Rineke Sara

penghadap, saksi, dan Nota-ris;
dan

m. Menerima magang calon Nota-
ris."”

Dari ketentuan tersebut jelaslah
bahwa Notaris wajib bertindak amanah,
jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak,
dan menjaga kepentingan pihak yang
terkait dalam perbuatan hukum. Dalam
hal ini Notaris juga dituntut untuk senan-
tiasa mendengar keinginan para pihak.
Maka tidak profesional notaris dalam
menjalankan tugasnya, diwujudkan da-
lam melayani masyarakat dan akta yang
dibuat dihadapan atau oleh notaris.
Didasari atau dilengkapi berbagai ilmu
pengetahuan hukum dan ilmu-ilmu lain-
ya yang harus dikuasai secara terinteg-
rasi. Notaris harus mempunyai capital
intellectual yang baik dalam menjala-
nkan tugas jabatannya.

2. Perjanjian Jual Beli
a. Pengertian Perjanjian Jual Beli
Perjanjian jual beli merupakan salah

satu perbuatan hukum yang paling banyak
berlangsung di masyarakat, baik yang terjadi
di pasar tradisional, toko-toko sampai ke mall,
dengan berbagai macam tawaran jenis barang
yang diperjual belikan sangat beragam. Pasal
1313 KUHPerdata mendefenisikan; “perjanji-
an adalah perbuatan dengan mana satu orang
atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu
orang atau lebih”.!"" Menurut Subekti, jual beli
adalah “suatu perjanjian dengan mana pihak
yang satu mengikat dirinya untuk menyerah-
kan hak milik atas suatu barang dan pihak
yang lain untuk membayar harga yang telah
diperjanjikan®."?

Menurut Sahat HMT Sinaga menyebut-
kan bahwa :

"Jual beli merupakan perbuatan hukum

yang paling banyak berlangsung di ma-

syarakat, terjadi di pasar tradisional,

"WUUIN, Op.citPasal 16 ayat 1.

' KUHPerdata, Op.cit, Pasal 1313

12 Subekti, Hukum Perjanjian, Jakarta; Intermasa, 2005,
hal. 79.
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toko-toko, sampai ke mall dengan ancka
macam tawaran. Jenis barang yang di-
perjualbelikan sangat beragam, sembilan
bahan pokok, sandang, barang-barang
elektronik modem, sampai tanah dan
bangunan dapat menjadi barang yang
menjadi objek jual beli. Kenyataan ter-
sebut menempatkan pentingnya jual beli
dalam pergaulan perlu membuat peratu-
ran yang mengatur tentang jual beli”."?
Lebih lanjut Subekti menjelaskan bah-
wa,
“Jual beli adalah suatu perjanjian
konsensuil, artinya, ia sudah dilahir-
kan sebagai suatu perjanjian yang sah
(mengikat atau mempunyai kekuatan
hukum) pada detik tercapainya sepa-
kat antara penjual dan pembeli me-
ngenai unsur-unsur yang pokok
(essentialia) yaitu barang dan harga,
biarpun jual beli itu mempunyai men-
genai barang yang tak bergerak”.'*

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
(KUHPerdata) juga mengatur tentang perjan-
jian jual beli, sebagai diatur pada Pasal 1457
dan 1458. Pasal 1457 KUHPerdata menya-
takan bahwa; “Jual beli adalah suatu persetu-
Juan dengan mana pihak yang satu mengikat-
kan dirinya untuk menyerahkan suatu barang,
dan pihak yang lain untuk membayar harga
yang dijanjikan”."® Ketentuan jual beli tanah
sepanjang diatur Pasal ini telah dicabut dengan
diundangkannya Undang-Undang Nomor 5
Tahun 1660 Tentang Keagrariaan (UUPA).
Sedangkan ketentuan Pasal 1458 KUH Perdata
juga menyatakan bahwa “Jual beli dianggap
telah terjadi antara kedua belah pihak, segera
setelah orang-orang itu mencapai kesepakatan
tentang barang tersebut beserta harganya,
meskipun itu beilum diserahkan dan harganya

s 16

belum dibayar”.

13 Sahat HMT Sinaga, Jual Beli Tanah dan Pencatatan
Peralihan Hak, Bandung : Pustaka Sutra, Cetakan I,
2007, hal. 11.

4 Subekti, Op.cit., hal. 80.

' KUHPerdata, Op.cit, Pasal 1457,

16 1bid., Pasal 1458.
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Dengan demikian jelaslah bahwa suatu
jual beli adalah suatu perjanjian, dimana pihak
yang satu mengikatkan dirinya untuk menye-
rahkan suatu benda dan pihak lain untuk
untuk membayar harga sesuai dengan yang su-
dah para pihak perjanjikan. Sebelum tercapai
kesepakatan diantara para pihak, didahului
dengan perbuatan tawar menawar, kegiatan
tawar menawar ini berfungsi untuk menen-
tukan sejak kapan terjadi persetujuan yang
tetap. Sejak terjadinya persetujuan tetap terse-
but maka perjanjian jual beli baru dinyatakan
sah dan mengikat para pihak yang membuat-
nya, sehingga wajib dilaksanakan oleh penjual
dan pembeli.

Dalam mengadakan perjanjian jual beli
tersebut juga harus terpenuhi syarat-syarat dari
suatu petjanjian, sesuai ketentuan Pasal 1320
KUHPerdata yaitu sepakat mereka yang men-
gikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat
suatu perikatan atau perjanjian, suatu hal ter-
tentu dan suatu sebab yang halal.'” Apabila
para pihak dalam membuat perjanjian tidak
terpenuhi syarat-syarat dari suatu perjanjian,
maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan atau
batal demi hukum dan dianggap tidak pemah
ada. Disamping iti juga harus memperhatikan
azas-azas dalam hukum perjanjian, antara lain
adalah azas kebebasan berkontrak, azas kon-
sensualisme, azas mengikatnya suatu perjan-
jian, azas iktikad baik dan azas kepribadian.

b. Pihak Dalam Perjanjian Jual Beli

Saat pihak penjual atau pembeli men-
yatakan setuju dengan benda dan harga, ketika
itu pula jual beli terjadi dan mengikat secara
sah kedua belah pihak yaitu penjual dan
pembeli sekaligus merekalah para pihak pen-
jual dan pembeli tersebut. Kemudian lebih
lanjut lagi Abdulkadir Muammad, mengemu-
kakan bahwa pihak-pihak yang melakukan jual
beli adalah;

1. Penjual, adalah Penjual mengikatkan
diri kepada pembeli adalah untuk me-
nyerahkan milik atas bendanya sehing-
ga pemilikan benda itu beralih kepada

17 1bid, Pasal 1320.
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pembeli. Hal ni harus dinyatakan den-
gan tegas dalam perjanjian.

2. Pembeli, adalah Pembeli berkewajiban
pokok membayar harga pembelian pa-
da waktu dan di tempat yang ditetap-
kan menurut perjanjian.'®

Pasal 1473 KUHPerdata, juga menje-
laskan mengenai kewajiban penjual adalah
“Penjual wajib menyatakan dengan jelas, un-
tuk apa ia mengikatkan dirinya, janji yang
tidak jelas dan dapat diartikan dalam berbagai
pengertian dan menanggungannya™.'® Kemu-
dian Pasal 1474 KUHPerdata juga menjelas-
kan lagi “Penjual mempunyai dua kewajiban
utama yaitu menyerahkan barangnya dan mena-
nggungnya”.*’

Kemudian M. Yahya Harahap, juga
menjelaskan bahwa ada dua kewajiban pihak
penjual yaitu :

1. Kewajiban penjual untuk menyerahkan
barang yang dijual kepada pembeli,

2. Kewajiban penjual memberi pertanggun-
gan atau jaminan (vrijwaring), bahwa
barang yang dijual tidak mempunyai sa-
ngkutan apapun, baik yang berupa tuntu-
tan maupun pembedaan.”!

Dalam melakukan jual beli, terdapat pi-
hak penjual dan pihak pembeli yang mengikat
diri, terpenuhinya hak-hak dan kewajiban bagi
pihak penjual dan pembeli. Dimana hak dari
penjual menerima harga barang yang telah
dijualnya dari pihak pembeli sesuai dengan ke-
sepakatan harga antara kedua belah pihak. Ke-
wajiban penjual adalah menyerahkan hak
milik atas barang yang diperjualbelikan. Ke-
wajiban pembeli untuk membayar harga ba-
rang termasuk tindakan mengambil langkah-
langkah dan melengkapi dengan formalitas
yang mungkin dituntut dalam kontrak atau
oleh hukum dan peraturan untuk memungkin-
kan pelaksanaan pembayaran. Tempat pemba-

" Abdulkadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia,
Bandung : Citra Aditya Bakti, 2014, hal, 321.
"KUHPerdata, Op.cit., Pasal 1473,

Xpid., Pasal 1474.

M. Yahya Harahap,Segi-segi Hukum Perjanjian,
Bandung : Alumni, 2006, hal.181.
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yaran di tempat yang disepakati kedua belah
pihak, memikul biaya yang ditimbulkan dalam
jual beli, misalnya ongkos antar, biaya akta
dan sebagainya kecuali kalau diperjanjikan se-
baliknya.
Menurut Abdulkadir Muhammad, men-
jelaskan bahwa;
“Perbuatan jual beli mencakup tiga istil-
ah yaitu persetujuan, penyerahan, dan
pembayaran. Persetujuan adalah yang
ményatakan tercapainya kata sepakat an-
tara penjual dan pembeli mengenai ob-
jek dan persyaratan jual beli. Penyerahan
adalah perbuatan mengalihkan hak milik
atas objek jual beli dari penjual kepada
pembeli. Sedangkan pembayaran adalah
perbuatan menyerahkan sejumlah uang
dari pembeli kepada penjual sebagai
imbalan atas benda yang diterima”.?

Peraturan Menteri Agraria Nomor 14
Tahun 1961 Pasal 2 a.] menetapkan bahwa
pemindahak hak atas tanah memerlukan ijin
dari instansi pemberi ijin®’. ljin agraria me-
mang merupakan syarat untuk melakukan jual-
beli tanah, jika syarat tersebut tidak dipenuhi
jual-beli menjadi batal dan tidak mempunyai
kekuatan hukum. Dimana jual-beli yang tidak
memperoleh ijin dari agraria tidaklah menjadi
batal dengan sendirinya, hanya peralihan hak-
nya kepada pembeli tidak dapat dicatat oleh
Kepala Kantor Pendaftaran Tanah dalam buku
tanah dan sertifikatnya. Meskipun haknya su-
dah beralih kepada pembeli (pemilik baru)
tidak mempunyai bukti yang kuat mengenai
sahnya peralihan hak milik tersebut dan pem-
beli (pemilik tanah) akan mengalami kesuka-
ran jika kemudian hari akan mengalihkan hak
atas tanah yang dibelinya itu kepada pihak lain
atau akan menjadikannya jaminan hutang den-
gan membebaninya dengan hipotik.

Adapun syarat sah yang harus dipenuhi
penjual dan pembeli dalam melakukan jual
beli adalah adanya syarat material dan syarat

2Abdulkadir Muhammad, Op.cit, hal. 318,

3 Peraturan Menteri Agraria Nomor 14 Tahun 1961
tentang Permintaan dan Pemberian lzin Pemindahan
Hak Atas Tanah, Pasal 2 a.]
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tormil M Syarat matenal adalah untuk menen-
wkan sahnva jual beh tanah, tentu dengan
adanva penjual dan pembeh yang cakap mela-
kukan perbuatan hukum - Sedangkan  syarat
formal baru dapat ilakukan apabila syarat-
svarat maten! terpenubi tentang adanya iden-
pitas dan kapasitas penghadap (penjual dan pe-
mbel), misalnva K1P, SIM, akta kelahiran,
buku suam astent dan akta atau buku mikah,
kehadiran para pihak atau kuasanya, kebenaran
data fimk dan data yundis obyek perbuatan
hukum tersebut.

3. Akta Notaris
a. Pengertian Akta

Pengertian akta berasal dari bahasa
Latin “acta” yang berarti geschrift atau surat
sedangkan menurut R. Subekti dan Tjitrosudi-
bio. kata “acta” merupakan bentuk jamak dari
kata “actum” vang berasal dari bahasa Latin
vang berarti perbuatan-perbuatan. Sedangkan
A. Pitlo mengartikan akta itu sebagai; “surat-
surat yang ditandatangani dibuat untuk dipakai
sebagai alat bukti, dan untuk dipergunakan
oleh orang, untuk keperluan siapa surat itu
dibuat.® Disamping akta sebagai surat yang
sengaja dibuat untuk dipakai sebagai alat buk-
1, dalam peraturan perundang-undangan seri-
ng dijumpai perkataan akta yang maksudnya
sama sekali bukanlah “surat” melainkan per-
buatan.

Akta adalah perbuatan hukum (rechts
handeling), diartikan sebagai suatu tulisan ya-
ng dibuat untuk dipakai/digunakan sebagai bu-
kti perbuatan hukum tersebut, yaitu berupa
tulisan yang ditujukan kepada pembuktian se-
suatu, Sudikno Mertokusumo menyatakan
bahwa “akta adalah surat yang diberi tanda ta-
ngan, yang memuat peristiwa-peristiwa, men-
jadi dasar dari suatu hak atau perikatan, yang
dibuat sejak semula dengan sengaja untuk
pembuktian™®, Pasal | angka 7 UUJN, juga

M ). Andy Hartanto, Problematika Hukum Jual Beli
Tanah Belum Bersertifikar, Yogyakarta; Laksbang
Mediatama, 2009,hal. 55.

3 M. Isa Arif, Pembuktian dan Daluwarsa, Jakarta;
Intermasa, 1998, hal, 52.

3 sudikno Mertokusumo, Op. cit, hal. 106
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menjelaskan, “akta Notaris yang selanjutnya
disebut akta adalah akta otentik yang dibuat
oleh atau dh hadapan Notaris menunit bentuk
dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-
Undang ini "2

Dari beberapa  pengertian  mengena
okta dapat disimpulkan bahwa sebagai suatu
akta harus memenuhi syarat-syarat:

I. Surat tersebut harus ditandatangani, hal
ini untuk membedakan akta yang satu
dengan akta yang lain atau dari akta ya-
ng dibuat oleh orang lain. Jadi tanda ta-
ngan berfungsi untuk memberikan ciri
atau mengindividualisir sebuah akta.

2. Surat harus memuat peristiwa yang
menjadi dasar sesuatu hak atau peris-
tiwa, yaitu pada akta harus berisi suatu
keterangan yang dapat menjadi bukti
yang diperlukan.

3. Surat tersebut sengaja dibuat sebagai
alat bukti, maksudnya dimana di dalam
surat tersebut dimaksudkan untuk pem-
buktian suatu peristiwa hukum yang
dapat menimbulkan hak atau perikatan.

b. Jenis-Janis Akta

Pasal 1867 KUH Perdata menyatakan;
“Pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan
tulisan (akta) autentik maupun dengan tulisan-
tulisan (akta) di bawah tangan™®, Kemudian
ketentuan Pasal 1868 KUHPerdata juga men-
yatakan bahwa; "suatu akta otentik adalah
yang sedemikian, yang dibuat dalam bentuk
yang ditentukan oleh undang-undang oleh atau
di hadapan Pejabat umum yang berwenang
untuk itu, ditempat dimana itu dibuat".**

Akta pengikatan jual-beli merupakan
akta otentik yang dibuat oleh Notaris berdasar-
kan perbuatan dan perjanjian dari para pihak
yang berkepentingan kemudian ditetapkan se-
bagai suatu peraturan. Merupakan suatu peri-
katan yang lahir dari suatu perjanjian, dimana
perjanjian tersebut menggunakan syarat-syarat
yang harus dipenuhi oleh satu atau kedua

7 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, Op.cit. Pasal
1 angka 7.

% K UHPerdata, Op.citPasal 1867

2 |bid, Pasal, 1868,
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belah pehsk Dengan kata lamn susty skt oten
trk sdalsh sustu akta vang dalam hentuk vang
ditentuban oleh undang -undang ditmst oleh
stay dehadapan peyahat umum yang herbuses
untok 1ty dnempat dimana sba it dibast

Akta oteatik mempunym kekustan pem-
buktian formal. karena skta otentik membuk-
tikan kebenaran dan ape vang disakokan meh-
puti apa yvang dilihat didengsr dan dilakuban
sendin oleh powne sehaga poabst umum ds-
dalam memalankan jshatannya Untuk akta
vang dibust & hawah tangan, kekuatan pem-
buktiannve hanva meliputt kenyataan bahwa
keterangan mu diberikan. apahiia tandatangan
diskw oleh yang menandstangam. Kekuatan
pembuktian formal memamin kebenaran ke-
pastian tanggal akia. kebemaran tandatangan
dalam akta, wdentitas orang-orang yang hadir
dan tempat dimana kata itu dibuat. Sedang ke-
kuatan pembuktan matenal sepanjang diakui
benar oleh para pihak, mengenai apa yang ter-
cantum dalam akta.

Eksistens: notans sebagai Pejabat Um-
um didasarkan atas UUJN yang menetapkan
rambu-rambu bagi "gerak langkah” seorang
notans. Notaris sebagai pejabat publik yang
berwenang untuk membuat akia otentik, mem-
punyal peran penting dalam kehidupan masya-
rakat, banyak sekior kehidupan transaksi bisnis
dari masyarakat yang memerlukan peran serta
dan Notans, bahkan beberapa ketentuan yang
mengharuskan dibuat dengan Akta Notaris
yang artnya jika tidak dibuat dengan Akta No-
tans maka transaksi atau kegiatan tersebut tid-
ak mempunyai kekuatan hukum.

Dalam mewujudkan 2 (dua) sisi peker-
jaan yang mengandung banyak resiko tersebut
diperlukan pengetabuan hukum yang cukup
dan ketelian sena tanggung jawab yang
unggr. Untuk itu dalam prakiek sehari-hari
notaris diwajibkan untuk senantiasa menjun-
jung tinggi hukum dan asas negara serta ber-
undak sesuai dengan makna sumpah jabatan
dan mengutamakan pengabdiannya kepada ke-
pentingan masyarakat dan negara.

Notans sebagai Pejabal Umum dalam
menjalankan tugas jabatannya mengemban
amanat yang berasal dan 2 (dua) sumber,

B omehe “arg

varty anggota masyarakat yang menjadi klen
notarys, menghendaks agar notaris membegat-
kan akta otentik yang berkepentingan, amanas
herupa perntah dan undang-undang secars
tidak langsung kepada notaris, agar untuk
petbustan  hukum 1w dituangkan dan dmn.
ystakan dengan akia otentik, hal im mengan-
dung makna bahwa notars tenkat dan herke.
waythan untuk mentast peraturan yang mens-
yaratkan untuk sahnya sehaga akia otentik

Kewenangan utama Notans adalah untuk
membuat akta otentik. supaya suaty akta me-
milikr otentisitasnya sebagar akta otentk, ha-
rus memenuhi ketentuan sebaga berikut;

1. Suatu akta harus dibuat oleh atau dihada-
pan seorang pejabat umum. Maksudnya
akta yang dibuat oleh pejabat umum
yang menguraikan secara otentik sesuaty
tindakan yang dilakukan atau suatu kea-
daan yang dilihat atau disaksikan pejabat
umum sendiri didalam menjalankan ja-
batannya, akta seperti ini lazim disebut
sebagai akta berita acara. Yang dimak-
sud dengan dihadapan adalah bahwa akta
tersebut dibuat atas permintaan para
pihak yang bersumber dari pemyataan,
keterangan, tentang hak dan kewaji-
ban maupun syarat-syarat yang diingin-
kan para pihak, yang kemudian dikonsta-
ntir dalam suatu akta otentik oleh peja-
bat umum, yang disebut dengan akta
para pihak.

2. Akta itu harus dibuat dalam bentuk yang
ditentukan oleh undang-undang, jadi
bentuk yang telah ditentukan dan dalam
pembuatannya, akta tersbut harus sesuai
dengan bentuk atau format yang telah
ditentukan oleh peraturan perundangan
yang berlaku. Dalam hal akta dibuat
tetapi tidak memenuhi syarat, maka akta
tersebut kehilangan otentisitasnya dan
hanya mempunyai kekuatan sebagai akta
di bawah tangan, apabila akta tersebut
ditanda-tangani oleh para penghadap

3. Pejabat umum sebagaimana yang dimak-
sud harus mempunyai kewenangan atau
berwenang untuk membuat akta tersebut,
yaitu sesorang yang diangkat dan diber-

1356

Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

Bt iotd © wemintibpitiinn Dol I8 Nostisii |0 Wgsabios 1110

hentihnn odeh pemetintah dan dibieri we
wenang dan bewanjthan witok e layan
b libntns hal bl fertentu

A Tanggung dnwah Notarls Nebagal Pejabni
Umom Atas Akt Junl Dell Yang
Aty s

Keberndnnn okt otentik notans sk
memberikan aminnn kepastinn hokim b
pre bk dan sebigent alnt Bkt terkunt dan
perpenih Seing dengnn semnkin berdeemba
ppevn jeman, masyarakal semakin menydar
petlunyn  pecanyinn-perpangian - yang  dibunt
oleh parn pibak dibunt secnrn otentik untuk
menjamin kepastian hukum dan sebagnl alat
Pukte yang kuat dikemudian hari. Akta Otentik
yang dibuat oleh notans ada 2 (dua) macam,
yan: Ambteligh acten,  procesverbaal - acten
dan Party macten. Ambtelifk acten, procesver-
haal acten dimaksudkan yaitu akta yang dibuat
oleh (door enn) notaris atau yang dinamakan
“akta relaas” atou "aktn pejabat” sebagai akta
yang dibuat oleh notaris berdasarkan penga-
matan yang dilakukan oleh notaris terschut,
Akta jenis im diantaranya akta berita acara
rapal umum pemegang saham  perseroan
terbatas, akta pendaftaran atau inventarisasi
harta peninggalan dan akta berita acara penari-
kan undian,

Sedangkan Party acten atau akta para pi-
hak dimaksudkan sebagai akta yang dibuat
oleh dan dihadapan Notaris berdasarkan ke-
hendak atau keinginan para pihak dalam kaita-
nnya dengan perbuatan hukum yang dilakukan
oleh para pihak tersebut, dinamakan "akta
partij". Akta jenis ini diantaranya akia jual
beli, akta sewa menyewa, akta perjanjian kre-
dit dan sebagainya. Uraian diatas menjelaskan
bahwa ruang lingkup kewenangan notaris ada-
lah dalam bidang hukum Perdata dalam rangka
mencipkatan kepastian hukum melalui alat
bukti akta otentik. Berdasarkan Kitab Undang-
undang Hukum Perdata, alat pembuktian meli-
puti, bukti tertulis, saksi, persangkaan, penga-
kuan dan sumpah, sedangkan bukti tertulis di-
bedakan menjadi 2 (dua) yaitu berupa akta
otentik dan akta dibawah tangan.

Notaris sebagai pejabat umum yang di-

Piveba o)

TR T werintigan Aularn o ordaontan o ta
Khmscinniyn dibiddatg bk urn petdata top damn
itk embint alat Yndeds cavetie pong v s
nkin whon disebnit pign dengan ste penti
Inlnm lr"fll'fimhm Wkta pwrsnes Yeasna hew
langgunginnnh supmys weting sels pang Ao
mayn mempuinysi sifst ideatik wwom dengan
ketentunn Pasal 1868 KLIPer [ hmens kews
Pl erntis bl dagmt mengetaboir por st
ko yang berlaku sesuns dengan poratorm
perindang undangan  yang berlakn tertaday
it pihak yang datang kepada petars antik
membuat nkta Hal i sangat penting vapays
akin yang dibmiat oleh netares tersebpt memilie
otentisitasnya sehagar akta otentie shagm alat
bukti yang semgirna,

Namun dalam pelaksanaan pembratan
akla terschut bisa saja notans melakulan whn
ah  kesalahan, dimana kesalahan-kesalaban
yang mungkin dapat terjadi dapat berupa,

o, Kesalahan ketik pada salinan notans,
dimana kesalahan ini dapat diperbai
dengan membuat salinan baru yang sama
dengan yang asli dan hanya salinan yang
gama dengan yang asli baru mempunyal
kekuatan sama seperti akta asli.

b. Kesalahan bentuk akta notans, dalam hal
ini dimana seharusnya dibuat benta
acara rapat tapi oleh notaris dibuat seba-
gai pemyataan keputusan rapat.

¢. Kesalahan isi akta notaris, yaitu dengan
memberikan keterangan dan para pihak
yang menghadap notans, di mana saat
pembuatan akta dianggap benar tap:
ternyata kemudian tidak benar.

Berkaitan dengan tugas dan kewenangan
notaris tersebut, maka dapat dipahami bahwa
keberadaan profesi notaris merupakan profesi
yang sangat penting dan dibutuhkan dalam
masyarakat, mengingat kewenangan dan nota-
ris adalah sebagai pembuat alat bukti tertulis
berupa akta-akta otentik. Sebagai pejabat u-
mum publik notaris hendaknya dalam melak-
sanakan tugasnya selalu dijiwai oleh Pan-
casila, sadar dan taat kepada hukum dan Pe-
raturan Jabatan Notaris (UUJIN), sumpah ja-
batan, kode etik notaris dan berbahasa Indo-
nesia yang baik.
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Profesi hukum khususnya notaris meru-
pakan profesi yang menuntut pemenuhan nilai
moral dan pengembangannya, Nilai moral
merupakan kekuatan yang mengarahkan dan
mendasari perbuatan luhur, oleh karena itu
notaris dituntut supaya memiliki nilai moral
yang kuat, Kode etik hanya sebagai pagar
pengingat mana yang boleh dan tidak boleh
yang dinamis mengikuti perkembangan ling-
kungan dan para pihak yang berkepentingan.
Organisasi profesi notaris yaitu INI (lkatan
Notaris Indonesia) telah membentuk Kode
Etik Profesi yaitu Kode Etik INI. Kode Etik
INI bagi para notaris hanya sampai pada
tataran sanksi moral dan administratif. Meski-
pun telah diatur dalam Undang-undang Jaba-
tan Notaris, dan Kode Etik Notaris yang me-
rupakan keseluruhan kaedah moral yang di-
tentukan oleh Perkumpulan I[katan Notaris
Indonesia yang wajib ditaati oleh semua orang
yang menjalankan tugas jabatan sebagai no-
taris, baik dalam pelaksanaan tugas jabatan
maupun dalam perilaku kehidupan sehari-hari.

Dalam menjalankan tugasnya berdasar-
kan pasal 68 UUJN, Notaris secara hirarkhis/
berjenjang diawasi oleh Majelis Pengawas, ya-
itu: Majelis Pengawas Daerah untuk tingkat
kabupaten atau kota; Majelis Pengawas Wila-
yah untuk tingkat Propinsi; Majelis Pengawas
Pusat, untuk tingkat pusat di Jakarta. Meng-
enai ruang lingkup pengawasan terhadap nota-
ris adalah meliputi keseharian/perilaku notaris
dan pelaksanaan jabatan notaris, yaitu terhadap
akta-aktanya. Pengawasan ini semula dilaku-
kan secara hirarkis/berjenjang mulai daii
Ketua Pengadilan Negeri setempat, Ketua Pen-
gadilan Tinggi, dan Ketua Mahkamah Agung.
Namun sejak bulan Januari 2004 dengan
dikeluarkannya Undang-undang No.4 Tahun
2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang di
dalamnya juga mengatur kewenangan penga-
wasan terhadap notaris, maka sejak saat itu
kewenangan pengawasan beralih yang semula
dilakukan oleh Pengadilan Negeri yang secara
struktur berada dibawah Mahkamah Agung,
kini beralih kepada Menteri Hukum dan Hak
Asasi Manusia.

Rineke Sara

5. Kekuatan Hukum Akta Jual Beli Yang
Dibuat Oleh Notaris Sebagai Pejabat
Umum Dalam Pembuatan Akte

Setiap peralihan hak atas tanah harus
dilakukan dan dicatatkan dihadapan Nota-
ris/PPAT guna memperoleh Akta jual beli,
perbuatan hukum tersebut dapat dilakukan

dengan tahapan, sesuai ketentuan Pasal 19 a.1

dan 2 Undang-Undang No. 5 Tahun 1960

tentang Pokok-Pokok Agraria adalah sebagai

berikut:
1. Untuk menjamin kepastian hukum oleh
Pemerintah diadakan pendaftaran tanah
di seluruh wilayah Indonesia menurut
ketentuan-ketentuan yang diatur dalam
Peraturan pemerintah.
2. Pendaftaran tersebut dalam ayat 1pasal
ini meliputi;
a. Pengukuran, pemetaan dan pembu-
kuan tanah.
b. Pendaftaran hak-hak atas tanah dan
peralihan hak-hak tersebut.
¢. Pemberian surat-surat tanda bukti
hak, yang berlaku sebagai alat
pembuktian hak yang kuat.*

Dengan dilakukannya tahapan tersebut

di atas, maka bidang-bidang tanah yang sudah

ditetapkan batas-batasnya diukur dan selanjut-

nya dipetakan atau dibuktikan nomor pendaf-
tarannya pada peta pendaftaran kemudian
dibukukan dalam daftar tanah. Jika dalam me-
lakukan jual beli tanah yang tidak disertai
dengan akta jual beli yang dibuat oleh Notaris
tidak dapat dialihkan dan didaftarkan haknya

di Kantor Pertanahan. Secara yuridis jual beli

tanah yang tidak dilakukan dihadapan Notaris

bukanlah jual beli yang mengakibatkan pemin-
dahan hak atas tanah kepada pembeli.

Perjanjian jual beli yang masih harus di
ikuti dengan jual beli yang sebenarnya yaitu
perjanjian Akta jual beli tandatangani oleh
para pihak membuktikan telah terjadi pemin-
dahan hak dari penjual kepada pembelinya
dengan disertai harganya dan telah memenuhi
syarat tunai dan menunjukan secara nyata.

Akta tersebut membuktikan bahwa benar telah

3% Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok-
Pokok Keagraria, Pasal 9 a.1 dan 2.
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dilakukan perbuatan pemindahan hak, yang
menunjukan bahwa pembeli sebagni penerima
hak vang baru,

Akta otentik sebagai alat bukti terkuat
dan penuh mempunyai peranan penting dalam
setiap hubungan hukum dalam kehidupan mas-
yarakat. Sebagai alat bukt Pasal 1867 KUH
perdata “Pembuktian dengan tulisan dilakukan
dengan tulisan otentik atau dengan (ulisan
dibawah tangan™, Pasal 1868 KUH Perda-
ta menjelaskan bahwa Suatu akta otentik ialah
suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang
ditentukan undang-undang oleh atau di
hadapan pejabat umum yang berwenang untuk
itu di tempat akta itu dibuat. Yang sempurna
maksudnya adalah kebenaran yang dinyatakan
di dalam akta notaris itu tidak perlu dibuktikan
dengan dibantu lagi dengan alat bukti yang
lain. Undang-undang memberikan kekuatan
pembuktian demikian itu atas akta tersebut
karena akta itu dibuat oleh atau di hadapan
notaris sebagai pejabat umum yang diangkat
oleh Pemerintah.

Fungsi akta otentik dalam hal pembuk-
tian tentunya diharapkan dapat menjelaskan
secara lengkap dalam proses pembuktian di
persidangan, karena pada proses peradilan ber-
dasarkan hukum acara pidana, di dalamnya
terdapat proses pembuktian, yang menekankan
pada alat-alat bukti yang sah menurut pasal
184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara
Pidana. Akta otentik sebagai produk notaris
dalam pembuktian di persidangan dikategori-
kan sebagai alat bukti surat. Sebagaimana
yang diatur dalam pasal 1 angka | UUJN, bah-
wa Notaris adalah pejabat umum, yang ber-
wenang membuat akta otentik dan kewena-
ngan lainnya sebagaimana yang ditetapkan
dalam undang-undang ini.

E. Penutup
1. Kesimpulan
a. Notaris sebagai pejabat umum ber-
wenang untuk membuat akta autentik
dan mempunyai tanggungjawab men-
jamin kepastian tanggal pembuatan
akta, menyimpan akta, memberikan
grosse, salinan dan kutipan akta, juga
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memiliki kewenangan Ilninnya yang
dipertegas dengan ketentunn Pasal 15
ayat 2 Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2014 tentang perubahan atas
Undang-Undang  Nomor 30 Tahun
2004 Tentang Jabatan Notaris,

Dalam  melakukan  tugas  pokok
Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah
(PPAT) membuat akta jual beli tanah,
dengan cara melakukan pendaftaran
tanah sesuai peraturan perundang-
undangan yang berlaku. Pemberhenti-
an dengan tidak hormat dari jabatan-
nya oleh Kepala Badan Pertanahan
Nasional Kewenangan Notaris seba-
gaimana diatur dalam Pasal 15 UU
No. 2 tahun 2014 atas perubahan UU
No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan
Notaris, dapat dibagi dalam tiga bag-
ian yaitu kewenangan umum, kewe-
nangan khusus dan kewenangan No-
taris yang akan ditentukan kemudian
hal ini merupakan suatu batasan,
bahwa Notaris tidak boleh melakukan
suatu tindakan di luar wewenang ter-
sebut, selain itu juga memiliki wewe-
nang dibidang pertanahan dengan ca-
tatan sepanjang bukan wewenang
yang telah ada pada PPAT.

. Kekuatan hukum akta yang dibuat

oleh Notaris dalam perbuatan hukum
jual beli tanah dibuktikan dengan akta
notaris dan dilakukan pendaftaran pe-
ralihan hak atas tanah serta telah sele-
sainya perubahan nama pemilik atau
balik nama di Kantor Pertanahan.
Akibat hukum jual beli yang dilaku-
kan dapat dikatakan telah terjadi de-
ngan sempurna, dan juga mempunyai
kekuatan hukum yang tetap.

2, Saran
a. Notaris dalam menjalakan jabatannya

sebagai notaris hendaknya lebih ber-

hati-hati dan teliti dalam melakukan
pelayanan terhadap kehendak para
pihak yang menghendaki adanya akte
otentik dan tetap berpegang teguh ter-
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hadap sumpah jabatan notaries yaitu
melaksanakan jabatan dengan aman-
ah, jujur, seksama, mandiri dan tidak
berpihak.

. Diharapkan kepada para pihak yang
menghadap Notaris  untuk membuat
akta otentik hendaknya memenuhi
svarat-syarat formil dan memberikan

Rineke Sara

agar tidak terjadi sengketa atas akta
dikemudian hari hari, untuk menghin-
dari pengingkaran yang dilakukan
oleh pihak yang dirugikan baik seng-
aja maupun dengan tidak sengaja
harus ada payung hukum degan ke-
tentuan sanksi yang lebih tegas serta
perlindungan dan kepastian hukum.

keterangan  yang sebenar-benamya
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